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Perkuat Kemanan Siber dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa, 
Otorita IKN Jalin Kerja Sama dengan LKPP dan BSSN  

 
PENAJAM PASER UTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tandatangani nota 
kesepahaman (MoU) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan  Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hunian Pekerja Konstruksi IKN, Selasa 
(08/08/2023). 
 
Penandatanganan ini merupakan upaya untuk memperkuat jalinan kerja sama yang telah 
terbangun selama ini. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam sambutannya 
mengatakan, “Kita sudah bekerja sama lebih dulu tapi tentu ini memantapkan langkah kita 
bersama.” 
 
Pemerintah menargetkan 20% pendanaan pembangunan IKN bersumber dari APBN dan 80% 
sisanya dari swasta. Kerja sama ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan target 
tersebut.  
 
“Kami yakin dengan bantuan dari LKPP dan jajarannya kita akan bisa mencari pakem-pakem 
baru yang akan kita pakai untuk membangun IKN Nusantara,” kata Kepala Otorita IKN. 
 
Ia menambahkan, hal tersebut akan dilaksanakan dengan tetap memenuhi kaidah governance, 
tata kelola yang baik, tetapi juga tidak menutup kemungikan dengan hal-hal baru, seperti 
creative financing, blended financing dan sebagainya. 
 
Sebelumnya, LKPP telah menerbitkan dua peraturan untuk mendukung pembangunan IKN. 
Pertama, Peraturan LKPP No.5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan 
Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, 
Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan kedua, Peraturan LKPP No.1 Tahun 2023 tentang 
Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di 
Ibu Kota Nusantara. 
 
“Jadi kalau banyak orang mengatakan pemborosan, saya bilang tidak. Bagaimana kemudian 
swasta bisa berpartisipasi jauh lebih banyak dari APBN dan kami LKPP siap mengawal proses 
pengadaan tersebut,” ujar Kepala LKPP Hendrar Prihadi. 
 
Dalam kesempatan tersebut Kepala LKPP mengungkapkan, selain melalui regulasi, LKPP juga 
akan mengalokasikan 33 personil untuk membantu proses pengadaan dalam membangun IKN. 
“Kami dengan 33 orang ini harapannya menyiapkan proses pengadaan dan menyiapakan 
personel di Otorita IKN supaya mereka kemudian nanti mampu untuk membuat pengadaan 
secara mandiri,” ungkap Kepala LKPP. 
 



 

 

Pendampingan dan dukungan dari LKPP ini bertujuan untuk menjadikan proses pengadaan lebih 
cepat, transparan, prosedural, dan tentu saja dengan inovasi yang kadang tidak sesuai dengan 
pakem yang ada. 
 
Kemudian, nota kesepahaman juga dilakukan dengan BSSN. Sebagai lembaga yang memeiliki 
tugas pokok mengamanan ruang siber, BSSN akan menyiapkan strategi kemanan siber di IKN. 
“Kita rancang sedimikian rupa. Kita memiliki strategi yang merujuk tentunya ke Perpes 63 tentang 
Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,” tutur Kepala BSSN Hinsa Siburian. 
 
Kepala BSSN menyebutkan, ruang lingkup MoU ini meliputi beberapa hal, yaitu:  pemanfaatan 
sertifikat elektronik, pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas 
keamanan siber, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, kampanye dan literasi 
keamanan siber, dan pertukaran informasi. 
 
Usai menandatangani nota kesepahaman di Hunian Pekerja Konstruksi IKN, Sekretaris Otorita 
IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya dampingi Kepala LKPP dan Kepala BSSN berkeliling melihat 
progres pembangunan. Dalam kesempatan tersebut, mereka melihat langsung pesatnya 
pembangunan Istana Negara, Sumbu Kebangsaan, dan Bendungan Sepaku-Semoi.  
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Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan,  yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir 
empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare. Nusantara 
akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat 
transformasi ekonomi negara. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ialah otoritas yang mengelola dan 



 

 

mengatur Nusantara. OIKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk oleh Pemerintah 
Indonesia, bekerja langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. OIKN bertugas sebagai pendukung 
persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. 
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